BUPATI SUKOHARJO
PROVINGI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI] SUKOHARJO

NOMOR 900/522 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA BERENCANA
MEDIS OPERASI PRIA TAHAP Il TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

1,

C.

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus
dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisicn, ekonomis,
Lransparan, dan bertanperung jawab dengan
memperhatikan  kepatutan  dan  manfaat untuk
masyarakat serta taat pada peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 avat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Taehun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrash, Pemberian  Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Dan Bantuan Keuangan
dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2] Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana
Medis Operasi Pria sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2018
teniang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan
Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria
menyebutkan bahwa Bupati menetapkan daftar penerima
dan besaran bantuan sosial kepada peserta KB MOP
dengan Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf ¢ perlu
memberikan Bantuan Sosial Peserta keluarga Berencana
Medis Operasi Pria Tahap [l Tahun Anggaran 2019,



Mengingat

Q.

L

2,

2

bahwa berdasarkan pertimbangan sebapgaimana
dimaksud dalam huruf a, hurul b, huruf ¢ dan huruf d
perfu menetapkan Keputusan Bupati:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 lentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 fentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Momor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Berita Negara Republik Indeonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);



Menctapkan :
KESATU

KEDUA
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9, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomaor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Meonitoring dan  Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daecrah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor  20)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019
tentang  Perubahan Ketliga atas Paraturan Bupati
Sukohatjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Maonitoring
dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial
dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 20189 Nomor 1.3);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017
tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga
Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian
Bantuan Sosial Peserta Keluarga Bercncana Medis
Operasi Pria (Berita Dacrah Kabupaten Sukeharjo Tahun
2018 Nomor 28):

12, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2019
tentang Penjabaran Perubshan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 Nomor 4 Ll

MEMUTUSKAN :

Memberikan Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana
Medis Operasi Pria Tahap [ Tahun Anggaran 2019, dengan
daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini,

Penerima bantuan sosial schbagaimana dimaksud  diktum
KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material
atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati,



KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Desenbor Z010

BUPATI SUKOHARJQ.,

/U S——
WARDOYO WLIAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo  di
Sukoharjo,

4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan  Perlindungan  Anak
Kabupaten Sukoharjo di Bukoharjo;

3. Sekretaris Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukcharjo di Sukoharjo;

6. Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Keuangan Dacrah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

7. Kepala Bidang Perbendaharaan pada
Badan Keuangan [Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukcharjo; dan

8. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;




Lampiran : Keputusan Bupat Sukeharjo
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DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA BERENCANA
MEDIS OPERASI PRIA TAHAP 1
TAHUN ANGOARAN 2019

NOMOR URAIAN JUMLAH PERANGHAT DAERAH TERKAIT
z 3 a4
02 Belanja Bantuan Sosial yang
Tidak Dapat Direncanakan
oz I |Purwadi Riadi TN/Adi Nugroho, Dinas Pengendalian Penduduk Kelua
- . rgl*
ﬁmﬂzﬂtﬂlfﬂﬁﬂrﬂ 2.000.000 Berencana dan Pemberdayaan
Madegondo Kecamatan Grogol ot Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo
02 2 E:Tu' - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
wirau_ mhw:-m 2000000 |DETERCANA dan F':m!_lttda:;nnn
Karangmojo Kecama Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukeoharjo
02 4 |Tri Mubanto, Wirogunan Rt. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
[03/.02 Desa Wiregunan 2.000.000 |Perencans dan Pemberdayaan
Kecamatan Kartasurn A Perempuan dan Perlindungan Anak
Eabupaten Sukoharjo
02 4 ;-t;}hmi-lnn'nmn- Borowatu Rt Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
'Buju Desa Ngasinan Kecamatan 2.000.000 Berencana dan Pemberdayaan
i Ferempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo
02 5 |Han Smm-] fmﬂﬂ“ﬂn Dinas Pengendalian Penduduk Keluargs
Permai s Demakan 2.000.000 | Berencana dan Pemll-lﬂ'dl!-’ﬂﬂﬂ
e 5 - Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo
o2 6 |Ngatvono, Kwarasan Rt 04/07 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Desa Kwarasan Kecamatan Grogol 2.000.000 Berencana dan Pemberdayaan
E Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo
02 7 |Bayu Budi ﬁT?&.ﬁEﬁtﬂE‘i?{H Dinas Pengendabian Penduduk Keluarga
mﬂmm" Gﬁhmnl 1 - 2.000.000 Berencana dan I’Emll;m'daymn
rogol Kecamatan Grogol Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukcharjo
02 8  |Sri Witodo, Bokuning R. ?ia:m Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Desa Lengking Kecamatan Bulu 2,000,000 |Ferencana dan Pemberdaynan
i Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukcharjo
o2 9  |Eko Budivanio, Plose Rt. 02,02 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Desa Lengking Kecamatan Buly 2,000,000 | PETencana dan Pemberdayaan
TRz Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabuparen Sukoharjo
02 10 |Riyan Ardi Walidi, Gebyog Ri. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
02/05 Desa Ngemplak Kecamatan 2.000.000 |erencana dan Pemberdayuan
Kartasura i~ Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo
Jumiah __20.000.000




